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ABSTRAK 

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU 
PENGANIAYAAN HEWAN PELIHARAAN MENURUT PASAL 302 

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)  
 

Marwa Aliyyah  

 Pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan hewan peliharaan dapat 
dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pelaku harus memenuhi unsur-unsur tindak 
pidana penganiayaan hewan peliharaan seperti yang diatur dalam Pasal 302 KUHP. 
Unsur-unsur tersebut meliputi perbuatan menganiaya, menyakiti, menyiksa, atau 
membunuh hewan peliharaan. 
   Kedua, jika pelaku terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan hewan 
peliharaan, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 302 
KUHP. Sanksi pidana tersebut dapat berupa pidana penjara maksimal 9 bulan atau 
denda maksimal 4.500.000 rupiah. 
 Ketiga, dalam menentukan sanksi pidana, hakim dapat mempertimbangkan 
berbagai faktor seperti tingkat kekejaman perbuatan, dampak yang ditimbulkan 
pada hewan peliharaan, dan penyesalan atau pengakuan pelaku. Selain itu, hakim 
juga dapat memperhitungkan faktor-faktor lain seperti kondisi sosial ekonomi 
pelaku, latar belakang pendidikan, dan sebagainya. 

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana 
PertanggungJawaban pidana pelaku penganiayaan hewan peliharaan menurut Pasal 
302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ?. 2) Bagaimana Sanksi Pidana 
Penganiayaan Hewan Menurut Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ? 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode Hukum Normatif yang dimana pokok utama menilite bahan Pustaka dan 
data Sekunder Teknik Analisa data yang digunakan adalah pengumpulan data 
terdiri dari studi liberatur dan pengumpulan data dari perundang-undangan,nuku-
buku dan serta dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang 
diteliti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa pelaku penganiayaan hewan peliharaan dapat dipertanggungjawabkan 
secara pidana dan dapat dikenakan hukuman penjara atau denda, atau keduanya. 
Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa hewan peliharaan juga memiliki hak-hak dan 
perlindungan hukum yang sama seperti manusia, sehingga tindakan penganiayaan 
terhadap hewan peliharaan juga merupakan tindakan pidana yang serius dan dapat 
dikenakan sanksi hukum yang tegas. 

 
Kata kunci: PertanggungJawaban Pidana, Penganiayaan, Hewan Peliharaan, 

Sanksi Pidana. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A.Latar Belakang 

 Hewan adalah salah satu makhuk ciptaan Tuhan yang hidup berdampingan 

dengan manusia. Sejak dahulu manusia memfungsikan hewan dengan beraneka 

ragam mulai dari menjadikannya sebagai bahan konsumsi khususnya hewan ternak, 

hingga menjadikannya sebagai hewan peliharaan. 

 Hewan atau binatang merupakan makhluk hidup yang dapat mencari makan 

sendiri, tetapi jika hewan tersebut telah dipelihara oleh manusia, baik itu milik 

sendiri, atau di bawah pengawasannya ataupun menjadi kewajibannya dipelihara, 

maka orang itu harus bertanggungjawab penuh untuk memberi makan dan 

memelihara hewan itu.1 Beberapa alasan orang memelihara hewan peliharaan 

adalah tidak lain karena mereka menyukai hewan dan akan melakukan berbagai hal 

agar hewan peliharaan dapat hidup dengan layak,aman bebas hambatan termasuk 

hak untuk tidak hidup dengan menderita.2 

Dengan demikian, tidak hanya manusia saja yang memiliki hak untuk hidup 

sejahtera namun hewan pun juga memiliki hak untuk hidup sejahtera,hal ini diatur 

lebih lanjut mengenai kesejahteraan hewan pada Pasal 1 angka 42 Undang-Undang 

 
 1 Adami Chazawi,2005,Tindak Pidana Mengenai Kesopanan , Raja Grafino Persada, 
Jakarta hlm 180 

2 Kompasiana,  ”Bukan Hanya Manusia Punya Hak Asasi,Hewan Pun Punya Hak 
Asasi.” https://www.kompasiana.com/pipot/58034c5e6323bd6f18ee1b16/bukan-hanya-manusia-
punya-hak-asasi-hewan-pun-punya-hak-asasi 
 

https://www.kompasiana.com/pipot/58034c5e6323bd6f18ee1b16/bukan-hanya-manusia-punya-hak-asasi-hewan-pun-punya-hak-asasi
https://www.kompasiana.com/pipot/58034c5e6323bd6f18ee1b16/bukan-hanya-manusia-punya-hak-asasi-hewan-pun-punya-hak-asasi
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Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,menentukan:  

“Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan 
keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan 
yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari 
perilaku Setiap Orang tang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan 
manusia.”  

 Manusia selaku  pemilik  hewan,  memiliki  tanggung  jawab  dalam  

memperhatikan kesejahteraan hewan peliharaannya baik secara fisik maupun 

mental hewan. Namun, dewasa ini  kesejahteraan  hewan  dapat  dikatakan  masih  

dipandang  sebelah  mata  oleh  masyarakat Indonesia. Indonesia saat ini menjadi 

negara yang banyak disoroti, khususnya tentang kasus-kasus terhadap hewan 

sebagai (korban), ada yang diperdagangkan untuk dimanfaatkan bagian-bagian 

anggota tubuhnya seperti daging, tanduk, gading, kulit, bulunya, bahan minyak, 

telur, dan sarangnya.3  

 Tidak hanya manusia yang bisa menjadi korban dari tindak kejahatan, 

hewan pun bisa menjadi korban dari tindak kejahatan terutama dalam tindak 

penganiayaan terhadap hewan. Penganiayaan terhadap hewan sudah tidak asing lagi 

didengar karena sudah tersebar di media cetak ataupun media elektronik yang 

memuat berita tentang penyiksaan atau penganiayaan terhadap hewan. Menurut 

Asia for Animals Coalition, Indonesia adalah negara nomor satu di dunia yang 

paling banyak mengunggah konten kekejaman terhadap hewan di media sosial. Dari 

 
 3 Indah Triastuti, “Kajian Filsafat Tentang Kesejahteraan Hewan Dalam Kaitannya 
Dengan Pengelolaan Di Lembaga  Konservasi,” Jurnal  Ilmiah  Fakultas  Hukum  Universitas  Ibn  
Khaldun  Bogor  Vol.  1.  No.1  Oktober 2017 hlm. 1 
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5.480 konten yang dikumpulkan, sebanyak 1.626 konten penyiksaan berasal dari 

wilayah Indonesia.4 Penganiayaan hewan pada umumnya dilakukan untuk 

memperoleh kepuasan atau keuntungan tersendiri dari penganiayaan hewan 

tersebut. Jika penganiayaan terhadap hewan terus terjadi dan tetap dibiarkan, maka 

akan berdampak pada cerminan sikap dan moralitas suatu bangsa. Mahatma Gandhi 

pernah berkata bahwa. “Kebesaran suatu negara dan kemajuan moralnya dapat 

diukur dari cara negara tersebut memperlakukan hewan”. Kemudian Richard Ryder 

dalam bukunya Painism: A Modern Morality, mengatakan, 

“Bahwa rasa sakit adalah satu indikator mengukur moralitas di era   

sekarang. Jika manusia enggan dilukai dan merasa sakit, maka hewan juga 

demikian, sebab keduanya adalah makhluk hidup yang dapat merasakan 

kesakitan”. 

Salah satu faktor yang menyebabkan penganiayaan terhadap hewan 

semakin banyak dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang adalah kurang 

pahamnya masyarakat tentang  perlindungan dan kesejahteraan hewan disertai 

dengan sanksi yang begitu ringan bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan itu 

sendiri, serta kurangnya tindakan yang tegas dari aparat yang berwenang.5 

Dengan adanya perlakuan yang tidak lazim terhadap hewan dengan cara 

melakukan penganiayaan dan penyiksaan untuk memperoleh suatu keuntungan, 

 
 4 BBC News Indonesia, “Penyiksaan hewan: Indonesia ‘juara dunia’ konten siksa 

binatang, dapatkah ‘kemenangan’ kucing Tayo mengakhiri peringkat ini?,” 
https://www.bbc.com/indonesia/majalah, diakses 28 November 2022. 

 5 Nur Rezawati et al., “Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap 
Penganiayaan Hewan Peliharaan (Domestik) Di Kota Balikpapan,” Jurnal Lex Suprema Vol. 2 
No. 1 (Maret 2020), hlm. 474  

http://www.bbc.com/indonesia/majalah
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maka diperlukan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan 

hewan. Salah satunya yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

101/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst, Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan 

terhadap hewan dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan alternatif pertama dengan 

Pasal 91 B ayat (1) Jo Pasal 66 A ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 

atau dakwaan alternatif kedua dengan Pasal 302 ayat (2) KUHP. Terdakwa didakwa 

melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dengan cara menyiram 

soda api terhadap 6 anjing milik adik iparnya dan terbukti melakukan penganiayaan 

yang menyebabkan 5 dari 6 anak anjing mati dan dijatuhi pidana masa percobaan 

selama 3 (tiga) bulan penjara serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta 

rupiah).6 Dalam Pasal 302 KUHP menyebutkan, barang siapa tanpa tujuan yang 

patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja atau melukai hewan atau 

merugikan kesehatannya, tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup 

hewan, akan diancam pidana penjara paling lama tiga bulan. sementara bila 

perlakuan seperti itu menyebabkan sakit lebih dari seminggu, cacat, luka berat lain, 

atau mati, pelaku diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan.Manusia 

selaku pemilik hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan yang meliputi 

segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik maupun mental hewan 

menurut ukuran dan perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan 

untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap 

 
 6 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst 75 Tahun 

2020  
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hewan yang dimanfaatkan manusia.7 Melihat ketentuan lebih lanjut di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penganiayaan 

Terhadap hewan yakni Pasal 302 dan Pasal 540 Ayat (1) KUHP. 

Untuk memidana seseorang atas perbuatan yang dilakukannya, disyaratkan 

terlebih dulu harus ada ketentuan hukum yang menyatakan perbuatan itu dilarang 

dan dapat dipidana.Perlindungan serta penegakan hukum terhadap pelaku 

penganiayaan hewan terdapat di dalam Pasal 302 KUHP yang berbunyi : 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda 

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan 

ringan terhadap hewan : 

1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan 

sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya. 

2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi 

makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau 

sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau 

kepada hewan yang wajib dipeliharanya. 

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dan seminggu, atau cacat atau 

menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan 

 
 7 Jonathan Toar Mampow, Suatu kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Ilmiah Lex Administratum Vol. V no. 2, 
April 2017 
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pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak 

tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan. 

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas. 

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak di pidana. 

Pasal 540 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bebunyi : 

(1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana 

denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah: 

1. Barangsiapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang jelas melampaui 

kekuatannya; 

2. Barangsiapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengancara 

yang menyakitkan atau yang menyiksa hewan tersebut; 

3. Barangsiapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai 

cacat  lainnya, yang kudisan, luka-luka atau yang jelas sedang hamil 

ataupun sedang menyusui untuk pekerjaan yang karena keadaannya itutidak 

sesuai  atau yang menyakitkan ataupun yang menyiksa hewan tersebut; 

4. Barangsiapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpaperlu 

dengan cara yang menyakiti atau yang menyiksa hewan tersebut; 

5. Barangsiapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpadiberi 

atau menyuruh tidak diberi makan atau minum. 

(2) Bila pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak 

 adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau 

 karena salah satu pelanggaran pada Pasal 540, atau karena kejahatan 
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 tersebut dalam Pasal 302, maka yang bersalah dapat dikenakan pidana 

 kurungan paling lama empat belas hari. 

 Berdasarkan peraturan perundang-undangan, bisa dikatakan bahwa pada 

prinsipnya Indonesia merupakan negara yang ramah satwa. Apabila melihat 

penjelasan di atas maka kejahatan terhadap penganiayaan hewan tidak terlepas dari 

perlindungan hukum terhadap kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan tersebut 

terutama sanksi pidananya. 

Berdasarkan pengaturan yang sudah diatur lewat undang-undang di atas 

sudah sangat jelas, seharusnya hal ini lebih diperhatikan oleh penegak hukum untuk 

menjalankan apa yang sudah menjadi tanggungjawab dalam melindungi hewan. 

Pada dasarnya penganiayaan terhadap hewan sekalipun ringan tetap harus 

dibuktikan secara hukum, karena telah melanggar hukum. Jika praktik 

penganiayaan terhadap hewan tidak segera dilakukan tindakan hukum sama sekali, 

maka sama saja melegalkan penyiksaan hewan.  

Hukum di Indonesia saat ini melemah, dikarenakan para penegak hukum 

hanya melihat hewan peliharaan biasa saja. Padahal hewan mempunyai hak hidup 

yang sama seperti manusia, untuk memiliki hak hidup dan mendapatkan 

kesejahteraan. Undang-undang sudah menjamin dan melindungi kesejahteraan bagi 

hewan, namun kenyataannya yang ada masih banyak kejahatan yang terjadi 

terhadap hewan.8 

 
 8 Widya Dika Candra Penegekan Hukum Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan hewan 
di kota surakarta,Jurnal Ilmiah Novum Vol.3 no.1  
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Uraian diatas merupakan kajian penting yang menarik perhatian penulis,maka 

penulis mengangkat judul skripsi mengenai “ANALISIS YURIDIS  

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU 

PENGANIAYAAN HEWAN PELIHARAAN MENURUT PASAL 302 

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas,maka penulis merumuskan permasalahan yang 

akan dibahas sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Hewan 

Peliharaan, Menurut Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)? 

2. Bagaimana Sanksi Pidana Penganiayaan Hewan Menurut Pasal 302 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana ? 

C. TujuanPenelitian 

Tujuan Penelitian adalah untuk menghetahui :  

a. Pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan hewan peliharaan 

menurut Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 

b. Sanksi Pidana Penganiayaan Hewan Menurut Pasal 302 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  

D. Kerangka Konseptual  

 Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa: 
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“Definisi operasional atau kerangka koseptial adalah kerangka yang 
menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus 
yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari 
teori.Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep 
ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat 
diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional 
mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga 
data yang diambil akan lebih terfokus. Sebagai contoh ,judul skripsi : 
“Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji” ,maka dalam definisi operasional 
/kerangka konseptual,dijelaskan apa yang  dimaksud dengan; penggelapan, 
calon haji, ibadah haji”9 

 

Untuk itu guna memudahkan pemabahasan dalam penelitian ini perlu 

dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang 

terkait dengan permasalahan, antara lain.  

1.Pertanggungjawaban Pidana  

 Pertanggungjawaban hukum pidana di artikan Pound sebagai suatu 

kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang 

yang merasa di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang 

dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi 

menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam 

suatu masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana dalam bahasa asing disebut 

sebagai“toereken-baarheid,” “criminal reponsibilty,” “criminal liability,” 

pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang 

 
 9  Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Palembang, Buku Pedoman Penulisan 
Skripsi , Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,Palembang ,2020 ,hlm 5. 
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tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan 

yang dilakukannya itu.10  

 Terkait pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang 

sangat penting dari Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang 

selanjutnya akan disebut dengan KUHPidana) yang menyatakan “suatu perbuatan 

hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu 

ketentuan perundang- undangan”. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut 

untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang 

tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat 

dikenai hukuman pidana.11  

2.Pelaku  

 Pelaku adalah mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan,yang 

turut serta melakukan,dan mereka yang sengaja menganjurkan orang li supaya 

melakukan perbuatan.(Pasal 55 ayat (1) KUHP) 

3.Penganiayaan 

 Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti yaitu 

“perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam 

arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Mengenai 

penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul 

 
 10 Romli Atmasasmita,2000,Perbandingan Hukum Pidana,Mandar Maju,Bandung,hlm 65 
 11 Wirjono Prodjodikoro,2009, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Cet.3 Refika 
Aditama, Bandung, hlm 59 
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya 

Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi 

ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”itu. 

 Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu 

sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. 

Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah 

“sengaja merusak kesehatan orang” 

4.Hewan Peliharaan  

 Hewan Peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Hewan 

peliharaan yang dipelihara harus berdasarkan peraturan yang ada, hewan peliharaan 

biasanya oleh manusia dijadikan untuk teman maupun untuk kecintaan, memiliki 

hewan peliharaan perlu diperhatikan karena mereka sama seperti manusia ingin 

hidup layak dan baik untuk keberlangsungan hidupnya. 

E.Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

 Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini 

tergolong penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan 

menggambarkan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Hewan 

Peliharaan, Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan Bagaimana Sanksi Pidana 

Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Perspektif Pasal 302 KUHP 

sehingga tidak menguji hipotesa. 
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2. Jenis dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder terdiri dari : 

a) Bahan Hukum Primer yang terdiri dari peraturan perundang-

undangan yaitu, Undang-Undang No.18 Tahun 2009 Juncto 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Kitab Undang-undang 

Hukum pidana Pasal 302 dan Pasal 540, Peraturan Pemerintah 

(PP) No.95 tahun 2012. 

b) Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan penelitian diluar pasal 

perundang-undangan,yang memberikan penjelasan terhadap 

hukum primer seperti buku-buku,artikel,jurnal,makala dan lain 

sebagainya.  

3.Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dalam melakukanpenelitian ini, 

penulis menggunakan teknik dokumentasi. Data dalam penelitian ini, juga 

dihimpum melalui studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen formal terkait 

permasalahan yang diteliti, baik berupa peraturan, maupun arsip-arsip. 

4.Teknik Pengolahan data 

 Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data 

yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualititatif, 

untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. 
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F.Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi 

ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi empat bab dan tiap bab 

sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. 

BAB I PENDAHULUAN 

  Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan,Tujuan  

 Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian serta 

Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini disajikan tentang Pengertian Pertanggungjawaban 

Pidana, Pengertian penganiayaan, Pengertian hewan peliharaan, 

Pengertian hukum pidana Indonesia.  

BAB III PEMBAHASAN 

  Mengenai Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Pidana  

 Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan Peliharaan Menurut Pasal 

302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Sanksi 

Pidana Penganiayaan Hewan Menurut Pasal 302 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) 

BAB IV PENUTUP 

  Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 
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